












Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis melalui 
analisis-analisis yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka dapat diambil 
beberapa kesimpulan, yaitu: 
1. Bahwa Pemerintah Pusat berwenang dalam melakukan penutupan perlintasan 
sebidang Janti tersebut, hal ini didasarkan pada Undang-Undang 
Perkeretaapian dan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan 
Perkeretaapian serta berdasarkan status Jalan Raya Janti sendiri sudah 
menjadi jalan nasional, sehingga menjadi kewenangan Pemerintah Pusat. 
Namun penutupan tersebut masih belum sesuai dengan asas-asas umum 
pemerintahan yang baik yaitu asas bertindak cermat, karena tindakan tersebut 
menyebabkan kerugian bagi masyarakat Janti serta tidak memperhatikan 
akesbilitas masyarakat. 
2. Pemerintah Daerah pada dasarnya mempunyai kewenangan dalam urusan 
perkeretaapian, hal ini tertuang pada Undang-Undang Pemda. Namun dalam 
kasus perlintasan sebidang Janti ini, Pemerintah Daerah tidak mempunyai 
kewenangan. Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan perkeretaapian 
yang dalam konteks sebagai perwakilan Pemerintah Pusat saja, sehingga 





3. Solusi yang dapat dilakukan oleh warga Janti adalah dengan mengajukan 
aduan kepada Lembaga Ombudsman DIY karena penutupuan tersebut 
mengakibatkan kerugian immateriil dan materil bagi masyarakat. Sedangkan 
untuk Pemerintah dalam hal ini dapat menyediakan jalan alternatif untuk 
penyeberangan orang dan kendaraan tidak bermotor. 
B. Saran 
Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti, maka 
peneliti merekomendasikan atau menyarankan beberapa masukan mengenai 
kasus penutupan perlintasan sebidang Janti ini: 
1. Untuk mewujudkan asas bertindak cermat, maka Pemerintah Pusat dalam hal 
ini adalah Kementerian Perhubungan sebaiknya dalam melakukan penutupan 
perlintasan sebidang agar lebih mempertimbangkan ekonomi masyarakat 
sekitar serta memberikan ganti kerugian kepada Masyarakat Janti. 
2. Dalam hal kewenangan penutupan tersebut sebaiknya juga melibatkan 
kerjasama dengan Pemerintahan Daerah, kerja sama yang dimaksud adalah 
pemerintah daerah provinsi bukan hanya sebagai perpanjangan tangan dari 
pemerintah pusat melainkan sebagai mitra dalam mengambil keputusan, 
karena dalam hal ini yang merasakan dampak langsung dari penutupan 
tersebut serta memahami keadaaan di lokasi adalah Pemerintahan Daerah. 
Tidak tepat jika hanya sepihak saja dari Pemerintah Pusat. 
3. Pemerintah Pusat sebaiknya segera merealisasikan jalan alternatif untuk akses 





alternatif tersebut dapat berupa under pass yang sesuai dengan pernyataan 
Dishub berada di barat dan timur perlintasan sebidang Janti tersebut sehingga 
gerobak atau kendaraan tidak bermotor lainnya tidak perlu lagi melintasi fly 
over Janti. Hal ini juga merupakan bagian dari tujuan penutupan perlintasan 
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